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Hak-hak korban pelanggaran HAM berat memang sudah diatur dalam 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban khususnya mengenai kompensasi, namun dalam praktiknya 
pengaturan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat belum dapat 
diimplementasikan. Belum dapat diimplementasikannya kompensasi kepada 
korban pelanggaran HAM berat dikarenakan terdapat beberapa kendala yang 
menyebabkan belum ada satupun korban pelanggaran HAM berat yang 
mendapatkan kompensasi, yaitu : 
1. Kendala Yuridis 
Pengaturan kompensasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak sesuai dengan 
Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk 
Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum 
Humaniter dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi 
Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Ketentuan 
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban masih menggantungkan adanya 
kesalahan dari terdakwa,  artinya  korban  pelanggaran HAM  berat  







bersalah oleh Pengadilan demikian pula sebaliknya, apabila 
terdakwa tidak dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, gugur pula 
hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan 
kompensasi. 
2. Belum efektifnya Lembaga KOMNAS HAM dalam melakukan 
penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang 
terjadi di Indonesia berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan 
KOMNAS HAM sebagai salah satu syarat para korban pelanggaran 
HAM berat mengajukan kompensasi ke pengadilan HAM melalui 
LPSK, menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak 
dapat diajukan ke Pengadilan HAM, sehingga menutup 
kemungkinan korban pelanggaran HAM berat mendapatkan 
kompensasi. 
3. Prosedur pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili 
kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu harus 
mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia yang 
diusulkan oleh DPR, menyebabkan sulitnya membawa pelaku 
pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang notabene pelaku 
pelanggaran HAM berat tersebut adalah orang-orang yang 
mempunyai kekuasaan pada masa lalu menyebabkan para korban 
pelanggaran HAM berat pada masa lalu tidak dapat menuntut 










Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sudah seharusnya Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
dilakukan perbaikan/revisi supaya hak-hak korban yang sudah diatur dalam 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban dapat diimplementasikan sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar dan 
Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM 
Internasional dan Hukum Humaniter dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar 
Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. 
Perbaikan atau revisi yang dimaksud berkaitan dengan : 
1. Merevisi pengertian kompensasi dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban 
yakni: Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh 
negara kepada korban pelanggaran HAM berat, tanpa menunggu 
pelaku dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. 
2. Adanya harmonisasi antara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. 








nantinya akan merugikan korban pelanggaran HAM berat itu 
sendiri. 
3. Prosedur permohonan pemberian  kompensasi yang mudah bagi 
korban pelanggaran HAM berat, sehingga kompensasi dapat secara 
cepat diterima oleh korban pelanggaran HAM berat tanpa melalui 
prosedur yang sangat rumit dan panjang. Kompensasi harus 
dirumuskan sebagai hak korban tanpa adanya keterkaitan dengan 
dihukumnya pelaku. Hal ini untuk memastikan bahwa kompensasi 
diberikan oleh negara dalam hal tidak ditemukannya pelaku, atau 
bebasnya pelaku karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, 
namun telah jelas ada korban atas pelanggaran HAM yang terjadi. 
4. Mengenai hukum acara pemberian kompensasi, harus diatur 
menjadi satu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dan tidak hanya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah sehingga bisa bersifat “lex specialis” dari 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
5. Pendirian LPSK di daerah-daerah dan tidak terpusat hanya di 
Ibukota Republik Indonesia, sehingga korban pelanggaran HAM 
berat di daerah-daerah mendapatkan perlindungan dan pemberian 
kompensasi dari LPSK secara cepat dan tepat untuk meringankan 
penderitaan korban pelanggaran HAM berat. 
Disamping melakukan perbaikan atau revisi terhadap ketentuan dalam 











Korban, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dari 
KOMNAS HAM untuk lebih giat melakukan penyelidikan kasus-kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia karena masih banyak korban 
pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan kompensasi. Selain itu 
diperlukan pula peran serta dari Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk 
lebih memperhatikan kondisi korban pelanggaran HAM berat yang belum 
mendapatkan kompensasi dengan cara membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc 
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